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Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembuktian
perkara pidana, seperti analisis bukti digital, pengenalan wajah, dan pemodelan
pola kejahatan, semakin memengaruhi praktik penegakan hukum. Namun, dalam
sistem hukum Indonesia, penggunaan Al berlangsung di tengah kekosongan
pengaturan normatif yang mengatur mekanisme penilaian dan pengujian hasil
kerja algoritma dalam persidangan pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan
mendasar terhadap perlindungan asas praduga tak bersalah, terutama ketika output
Al diperlakukan sebagai kebenaran objektif tanpa pengujian yuridis yang
memadai. Artikel ini menganalisis kekosongan regulasi penggunaan Al dalam
pembuktian pidana di Indonesia serta implikasinya terhadap hak-hak tersangka
dan terdakwa. Berbeda dari kajian global yang umumnya menitikberatkan pada
akuntabilitas algoritmik dari perspektif teknis atau perlindungan data, penelitian
ini menawarkan pendekatan normatif-yuridis dengan menempatkan hakim
sebagai aktor kunci dalam menilai legitimasi penggunaan Al dalam pembuktian
pidana. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini merumuskan kerangka
evaluatif bagi pembentukan regulasi nasional yang menegaskan transparansi
algoritmik, akuntabilitas, dan pengawasan manusia, guna memastikan tegaknya
asas praduga tak bersalah dan prinsip due process of law.
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Legal Vacuum.

The Regulatory Vacuum of Artificial Intelligence in Criminal Evidence and the
Presumption of Innocence. The use of Artificial Intelligence (Al) in criminal
evidence, including digital evidence analysis, facial recognition technologies, and
crime pattern modeling, has increasingly influenced law enforcement practices.
However, within the Indonesian legal system, the application of Al operates amid
a regulatory vacuum concerning the assessment and judicial examination of
algorithmic outputs in criminal proceedings. This condition raises fundamental
concerns regarding the protection of the presumption of innocence, particularly
when Al-generated outputs are treated as objective truths without adequate
juridical scrutiny. This article examines the regulatory gap surrounding the use of
Al in criminal proof in Indonesia and its implications for the rights of suspects
and defendants. Unlike much of the global literature that primarily emphasizes
algorithmic accountability from technical or data protection perspectives, this
study adopts a normative legal approach that positions judges as key actors in
determining the legitimacy of Al-assisted evidence. Through normative legal
analysis, the article proposes an evaluative framework for the development of
national regulations that emphasize algorithmic transparency, accountability, and
meaningful human oversight, in order to safeguard the presumption of innocence
and uphold the principle of due process of law.
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi
fundamental dalam berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan sistem hukum.
Salah satu manifestasi paling signifikan dari transformasi tersebut adalah pemanfaatan Artificial
Intelligence (Al) atau kecerdasan buatan, yang memungkinkan pemrosesan dan analisis data dalam
skala besar secara cepat dan kompleks. Di berbagai yurisdiksi, Al digunakan untuk mendukung
pengambilan keputusan publik, manajemen risiko, serta penegakan hukum berbasis data (data-driven
governance), yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem prediktif dan analitik dalam
sektor publik (Wischmeyer & Rademacher, 2020; Yeung, 2023; Talukder & Shompa, 2024). Dalam
konteks hukum, AI kerap dipromosikan sebagai instrumen peningkatan efisiensi dan konsistensi
pengambilan keputusan, namun sekaligus memicu perdebatan normatif mengenai legitimasi,
akuntabilitas, dan keterterimaan keputusan berbasis algoritma dalam sistem hukum modern (Binns,
2022; Casey & Niblett, 2023; Wagner, 2023).

Dalam sistem peradilan pidana, perkembangan tersebut berimplikasi langsung pada hukum acara,
khususnya pada tahap pembuktian. Pembuktian menempati posisi sentral karena menjadi dasar utama
bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Secara normatif, hukum acara pidana menempatkan
penilaian alat bukti dalam ranah penalaran yuridis manusia yang bersifat terbuka, dapat diuji, dan
bertanggung jawab (Jackson & Summers, 2021; Andriati et al., 2024). Namun, penggunaan Al dalam
analisis bukti digital, teknologi facial recognition, serta pemetaan pola kejahatan mulai menggeser
karakter tradisional pembuktian menuju mekanisme berbasis pemodelan algoritmik yang bersifat
probabilistik (Garvie, Frankle, & Bedoya, 2020; Siraj et al., 2025).

Pergeseran tersebut mencerminkan perubahan ontologis bukti dari hasil evaluasi manusia menuju
produk sistem komputasional. Al bekerja berdasarkan model statistik dan pembelajaran mesin,
sementara hukum acara pidana bertumpu pada penilaian normatif dan keyakinan hakim (inner
conviction) yang dibangun melalui proses pembuktian di persidangan (Ashley, 2021; Jayadi & Rais,
2025). Ketika hasil Al disajikan dalam bentuk skor risiko, tingkat kecocokan, atau rekomendasi berbasis
data, muncul kecenderungan untuk memperlakukannya sebagai indikator objektif kebenaran.
Fenomena ini berpotensi menggeser pusat gravitasi penilaian bukti dari rasionalitas hukum ke
rasionalitas teknologis (Bharati, 2024).

Dalam konteks Indonesia, risiko tersebut dapat terlihat pada penggunaan teknologi pengenalan
wajah berbasis CCTV dan sistem analitik kepolisian, di mana kecocokan algoritmik antara citra visual
dan identitas tersangka berpotensi diterima sebagai bukti kuat tanpa pengujian memadai terhadap
metodologi, tingkat akurasi, maupun potensi bias sistem (Purwanto et al., 2025; Iwannudin et al., 2025).
Kondisi ini menunjukkan bahwa diskresi hakim berisiko tereduksi oleh otoritas teknologi, bukan
diperkuat oleh penalaran yuridis. Padahal, legitimasi pembuktian pidana mensyaratkan ruang evaluasi
kritis yang sepenuhnya berada di bawah kendali hakim sebagai guardian of due process.

Selain persoalan diskresi, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa sistem Al rentan
terhadap algorithmic bias, baik akibat ketimpangan data pelatihan maupun desain sistem yang tidak
netral (Barocas & Selbst, 2016; Benjamin, 2022; Dewi & Muslem, 2025). Ketergantungan pada sistem
yang bersifat opaque atau black box berpotensi mengaburkan proses penalaran hukum dan melemahkan
prinsip keterbukaan pembuktian. Ketegangan antara rasionalitas hukum dan rasionalitas komputasional
ini menegaskan bahwa penggunaan Al dalam pembuktian pidana tidak dapat dilepaskan dari evaluasi
normatif yang ketat (Selbst et al., 2022; Lexi, 2025).

Di Indonesia, meskipun pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum mulai
berkembang, sistem hukum positif belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur
penggunaan Al dalam pembuktian pidana. KUHAP masih berorientasi pada alat bukti konvensional
dan belum mengantisipasi bukti berbasis algoritma, sementara UU ITE belum memberikan mekanisme
pengujian yuridis terhadap output Al. Ketiadaan pengaturan ini menciptakan kekosongan regulasi yang
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berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan praktik pembuktian yang tidak seragam
(Sumardiana et al., 2024).

Kekosongan regulasi tersebut berdampak langsung pada penerapan asas praduga tak bersalah.
Ketika output Al dipersepsikan sebagai kebenaran objektif yang netral dan ilmiah, terdapat risiko
pembalikan beban pembuktian secara implisit, di mana terdakwa dihadapkan pada kewajiban
membantah hasil algoritma yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan atau diuji (Surden & Williams,
2023; Baig, 2025). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis kekosongan regulasi penggunaan
Al dalam pembuktian pidana di Indonesia serta implikasinya terhadap asas praduga tak bersalah,
sekaligus merumuskan arah penguatan regulasi yang menegaskan peran hakim sebagai pengendali
utama legitimasi penggunaan Al dalam proses pembuktian.

Metode

Penelitian ini merupakan normative legal research dengan karakter analitis dan preskriptif, yang
tidak hanya mendeskripsikan hukum positif tetapi juga mengevaluasi kecukupan norma dalam
merespons penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada pembuktian pidana. Pendekatan yang
digunakan meliputi statute approach untuk mengidentifikasi norma pembuktian pidana yang berlaku,
conceptual approach untuk menguji konsep pembuktian berbasis Al dan asas praduga tak bersalah, serta
comparative approach untuk menilai kecukupan hukum nasional melalui perbandingan dengan praktik
regulasi internasional. Objek kajian penelitian ini difokuskan pada norma pembuktian pidana, regulasi
bukti elektronik, dan prinsip fair trial dalam hukum acara pidana, bukan pada pengaturan Al secara
umum. Bahan hukum primer yang dianalisis mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
peraturan terkait bukti elektronik dan perlindungan data pribadi, serta instrumen hak asasi manusia
internasional, yang seluruhnya diuji untuk menilai koherensi dan kecukupan norma. Bahan hukum
sekunder berupa literatur akademik, jurnal internasional bereputasi, dan doktrin hukum dimanfaatkan
untuk membangun kerangka teoretis mengenai Al, teori pembuktian, dan prinsip due process of law.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui library research dan documentary analysis, dengan
seleksi sumber berdasarkan relevansi isu, otoritas ilmiah, dan keterbaruan kajian (state of the art).
Analisis data dilakukan melalui qualitative juridical analysis dengan penafsiran yang bersifat
sistematis, argumentatif, dan evaluatif terhadap konsistensi antarnorma hukum. Keseluruhan analisis
diarahkan untuk menghasilkan rumusan hukum yang bersifat preskriptif berupa rekomendasi penguatan
regulasi penggunaan Al dalam pembuktian pidana.

Hasil dan Pembahasan

Pembuktian menempati posisi sentral dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar utama
bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara
pidana Indonesia, pembuktian diatur secara limitatif melalui Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang
mencerminkan paradigma pembuktian konvensional yang bertumpu pada peran manusia sebagai penilai
utama kebenaran faktual (Damaska, 1997; Andriati et al., 2024). Namun, perkembangan teknologi
informasi global telah menggeser lanskap pembuktian melalui hadirnya bukti digital dan analitik
algoritmik yang semakin kompleks (Casey, 2019; Siraj et al., 2025).

Dalam praktik internasional, bukti digital diakui sebagai bagian dari sistem pembuktian pidana
dengan syarat adanya standar teknis dan prosedural yang ketat untuk menjamin reliabilitas dan
validitasnya (Casey, 2019; Wagner, 2023). Tanpa standar tersebut, penggunaan bukti digital berisiko
melemahkan prinsip keadilan prosedural dan hak terdakwa untuk menguji alat bukti secara efektif.

Pengakuan bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia melalui UU ITE merupakan langkah
progresif, namun masih berorientasi pada informasi elektronik yang bersifat statis. Bukti yang dihasilkan
oleh sistem Al memiliki karakter berbeda karena merupakan hasil interpretasi algoritmik yang
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probabilistik dan dinamis, sehingga menimbulkan persoalan yuridis serius terkait status hukum Al-
generated evidence dalam kerangka KUHAP (Goodman & Flaxman, 2017; Bharati, 2024).

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem Al kerap beroperasi sebagai black box yang
mekanisme pengambilan keputusannya sulit dijelaskan secara rasional kepada publik maupun aparat
penegak hukum (Burrell, 2016; Pasquale, 2015; Selbst et al., 2022). Ketertutupan algoritmik ini
bertentangan dengan prinsip due process of law, yang mensyaratkan setiap alat bukti dapat diuji secara
adversarial. Dalam konteks budaya hukum Indonesia yang masih menunjukkan kecenderungan
legalistik-formal, penggunaan Al tanpa kerangka regulasi yang jelas berpotensi diterima secara taken for
granted sebagai bukti objektif, sehingga melemahkan kontrol yudisial (Purwanto et al., 2025).

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan isu bias dan automation bias.
Sistem Al dapat mereproduksi bias sosial yang tertanam dalam data pelatihan, sementara aparat penegak
hukum berisiko menerima rekomendasi sistem otomatis tanpa evaluasi kritis (Barocas & Selbst, 2016;
Cummings, 2017; Parasuraman & Manzey, 2022). Kondisi ini secara langsung mengancam asas praduga
tak bersalah, karena penilaian kesalahan terdakwa berpotensi lebih dipengaruhi oleh output teknologi
dibandingkan penalaran yuridis yang independen

Fenomena black box dan automation bias semakin kompleks apabila dikaitkan dengan budaya
hukum aparat penegak hukum di Indonesia, yang secara historis cenderung legalistik-formal dan
mengutamakan efisiensi penanganan perkara (Hidayat & Muis, 2025; Iwannudin et al., 2025). Aparat
yang terbiasa mengandalkan pedoman formal dan otoritas teknis berpotensi menganggap output Al
sebagai bukti final, sehingga evaluasi kritis terhadap metodologi, batasan teknis, maupun potensi bias
algoritmik menjadi terabaikan. Kondisi ini dapat memunculkan pseudo-objectivity, di mana keputusan
yuridis secara implisit terdorong oleh legitimasi teknologi, bukan pertimbangan hukum substantif.
Akibatnya, diskresi hakim dan pengawasan yudisial terhadap alat bukti berisiko tereduksi, sementara
tanggung jawab hukum aparat menjadi kabur ketika Al dipandang sebagai “otoritas netral” yang tidak
perlu diuji. Perspektif ini menegaskan perlunya regulasi normatif yang menekankan human oversight,
transparansi algoritmik, dan mekanisme verifikasi independen, agar integritas proses pembuktian pidana
tetap terjaga di tengah penetrasi teknologi AL[r5.1]

Selain itu, ketiadaan kejelasan subjek pertanggungjawaban atas kesalahan sistem Al
menciptakan kekosongan akuntabilitas hukum. Literatur mutakhir mengembangkan accountability
framework yang mencakup dimensi teknis, yuridis, dan institusional, dengan penekanan pada traceability
dan human oversight (Kroll et al., 2017; Selbst et al., 2022; Wagner, 2023). Dalam konteks Indonesia,
subjek pertanggungjawaban dapat mencakup pengembang teknologi, aparat penegak hukum sebagai
pengguna, serta hakim sebagai penjaga legitimasi pembuktian pidana.[r6.1]

Asas praduga tak bersalah menuntut agar setiap keraguan dalam pembuktian ditafsirkan untuk
kepentingan terdakwa. Penggunaan Al dalam pembuktian pidana berpotensi mereduksi prinsip ini
apabila hasil analisis algoritmik dijadikan dasar dominan tanpa mekanisme pengujian yang setara dengan
alat bukti konvensional (Citron & Pasquale, 2014; Surden & Williams, 2023). Oleh karena itu, Al harus
ditempatkan sebagai alat bantu yang tunduk pada pengawasan yudisial yang ketat.

Pengalaman Uni Eropa melalui Artificial Intelligence Act 2024 menunjukkan bahwa
penggunaan Al dalam penegakan hukum hanya dapat dibenarkan apabila berada di bawah prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan human oversight. Temuan ini menguatkan urgensi pembaruan hukum
acara pidana Indonesia agar penggunaan Al berada dalam kerangka normatif yang jelas, proporsional,
dan selaras dengan perlindungan hak asasi manusia.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai penggunaan
Artificial Intelligence dalam pembuktian pidana menuntut pembaruan hukum acara pidana yang bersifat
substantif dan terarah. Revisi KUHAP di masa depan perlu secara eksplisit memuat pengakuan terbatas
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terhadap hasil pemrosesan Al sebagai alat bantu pembuktian, disertai kriteria validitas yang mencakup
transparansi algoritmik, keterlacakan proses (traceability), dan pengujian ilmiah terhadap akurasi serta
potensi bias sistem. Selain itu, perlu dirumuskan kewajiban human oversight yang menegaskan bahwa
hasil Al tidak memiliki kekuatan pembuktian mandiri dan hanya dapat digunakan sepanjang tetap
berada di bawah penilaian bebas hakim. Pembaruan tersebut juga harus menetapkan skema
pertanggungjawaban hukum yang jelas dengan membedakan tanggung jawab pengembang teknologi,
aparat penegak hukum sebagai pengguna, dan hakim sebagai pengendali legitimasi pembuktian. Lebih
lanjut, revisi KUHAP perlu menjamin hak terdakwa untuk menguji, mempertanyakan, dan menolak
hasil Al melalui mekanisme pembuktian adversarial guna menjaga asas praduga tak bersalah dan due
process of law. Dengan demikian, regulasi Al dalam pembuktian pidana tidak hanya bersifat responsif
terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan
integritas sistem peradilan pidana Indonesia.
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